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Performance-Based Capitation Payment At First Level Health Facility In Malang

Abstract: JKN applies the performance-baxed capitation payment or called KBKP
(Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan) in Primary health Care or FKTP, with 3
indicators, namely Contact Rate, Non-Specialistic Referral Ratio, and Routine Visiting
Prolanis Participant Ratio. The preliminary study for January - July 2019, the KBKP of
Malang City is still low. The purpose of this research is to explore the application of KBKP
from the point of view of policy implementation theory.The research method is a mix
method with informants 8 FKTP, Malang Health Office, and BPJS Kesehatan KC
Malang.The results showed that no one FKTP had received full capitation in 2019. The
implementation of the socialization and evaluation policy has been running. Constraints in
the availability of resources related to the operation of the p-care application. The
implementation of budgeting is adequate both from capitation, BOK and BLUD. The FKTP
heads play a role in encouraging the fulfillment of the KBKP by motivating them to achieve
targets, but there are FKTP heads who do not care much about the implementation of the
KBKP. The Health Office has not implemented a reward and punishment policy in
encouraging efforts to fulfill the KBKP. The fulfillment of the 2019 KBK at the FKTP in
Malang City is still not optimal, competence in the FKTP is still an obstacle, and the Health
Office has not implemented incentive and disincentive policies in fulfilling the KBKP
indicators.

Keywords: Performance-based capitation payment, First Level Health Service, National
Health Insurance

Abstrak: JKN menerapkan pay for performance KBKP di FKTP, dengan 3 indikator yakni
Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik, dan Rasio Peserta Prolanis Rutin
Berkunjung. Studi pendahuluan bulan Januari - Juli 2019 capaian indikator KBKP Kota
Malang masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi penerapan KBKP
dalam sudut pandang teori implementasi kebijakan.Metode penelitian adalah mix method
dengan informan 8 FKTP, Dinas Kesehatan Malang, dan BPJS Kesehatan KC
Malang.Hasil penelitian menunjukkan belum ada FKTP yang memperoleh pembayaran
kapitasi secara penuh pada tahun 2019. Implementasi kebijakan sosialisasi dan evaluasi
telah berjalan, namun terdapat kendala ketersediaan sumber daya terkait operasional
aplikasi p-care. Implementasi penganggaran sudah memadai baik bersumber dari kapitasi,
BOK dan BLUD. Kepala FKTP berperan dalam mendorong pemenuhan KBKP dengan
memotivasi untuk mencapai target, namun ada kepala FKTP yang kurang peduli terhadap
pelaksanaan KBKP. Dinkes belum menerapkan kebijakan reward and punishment dalam
mendorong upaya pemenuhan KBKP. Kesimpulannya adalah Capaian Pemenuhan KBKP
2019 pada FKTP di Kota Malang masih belum optimal, kompetensi Sumber Daya di FKTP
masih menjadi kendala, serta Dinas Kesehatan belum menerapkan kebijakan insentif dan
disinsentif dalam pemenuhan indikator KBKP.

Kata kunci: Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan, Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama, Jaminan Kesehatan Nasional
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PENDAHULUAN

Berbagai jenis pengukuran, standar dan
upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan telah
tersedia dan terus berkembang. Salah satunya
adalah dengan metode pembayaran berbasis
komitmen pelayanan, dimana metode ini
merupakan salah satu konsep strategis yang paling
banyak dibahas, bahkan berbagai kalangan di
Amerika sejak tahun 2003 telah mendorong agar
pembayaran berbasis komitmen pelayanan atau
pay for performance menjadi prioritas utama
nasional dan program asuransi Medicare
(Peraturan bersama Nomor 2 tahun 2017).

Pembayaran berbasis kinerja (pay for
performance) menjadi pendekatan yang cukup
populer di beberapa negara dalam mendorong
perbaikan dan mutu layanan kesehatan
diantaranya vyaitu Inggris, Denmark, Kanada,
Jerman, Swedia, Norwegia dan Belanda (Ertok,
2015). Pembayaran berbasis kinerja merupakan
pendekatan pembayaran yang dirancang untuk
memberi penghargaan pada penyedia layanan
tinggi

(Briesacher et al., 2009). Adanya pembayaran

kesehatan untuk mencapai kinerja

berbasis  kinerja  ini  diharapkan  mampu
mengendalikan output dari pelayanan kesehatan
yang akan berdampak pada pelayanan yang
diperoleh oleh pasien (Eijkenaar, 2013).
Indonesia dalam pelaksanaan Jaminan
(JKN)  juga telah

memperkenalkan pay for performance yang

Kesehatan ~ Nasional

dinamakan  Kapitasi Berbasis Pemenuhan

Komitmen Pelayanan (KBKP) yang diterapkan di
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Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
KBKP merupakan salah satu pengaplikasian dari
Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar
Tarif
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,

Pelayanan Kesehatan dalam
aturan tersebut menjelaskan bahwa komitmen
pelayanan menjadi salah satu pertimbangan dalam
FKTP selain dari

daya manusia,

pembayaran kapitasi di

kelengkapan sumber sarana
prasarana, dan lingkup pelayanan melalui proses
seleksi dan kredensialing (Kementerian Kesehatan
RI, 2016). Indikator komitmen pelayanan menjadi
salah satu indikator dalam penetapan besaran
kapitasi yang diperoleh oleh FKTP.

Tanggal 31 Maret 2017 diterbitkan aturan
terkait dengan KBKP vyaitu Peraturan Bersama
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
dan Direktur

Utama Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan Nomor
HK.01.08/111/980/2017 Tahun 2017 dan Nomor 2
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan
Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dalam rangka peningkatan mutu
layanan primer (Kementerian Kesehatan dan
BPJS Kesehatan, 2017).
menjelaskan bahwa komitmen pelayanan yang
FKTP

pelayanan

Aturan tersebut

dimaksud adalah komitmen untuk

meningkatkan ~ mutu melalui

indikator kesehatan

yang
kebijakan ini dilakukan secara bertahap yang

pencapaian pelayanan

perseorangan disepakati.  Penerapan

diawali pada FKTP di ibukota provinsi, kemudian
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di tahun 2017 mulai diterapkan di FKTP
Kabupaten/Kota.
Dalam rangka meningkatkan —mutu

pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) pada penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya

dilakukan penerapan pembayaran kapitasi
berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
Pembayaran  kapitasi  berbasis pemenuhan

komitmen pelayanan pada FKTP telah mulai
dilaksanakan pada tahun 2016 dengan acuan Surat
Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan
BPJS Kesehatan Nomor HK.03.03/1V/053/2016
dan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
dan Pemantauan Penerapan Kapitasi Berbasis
Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Peraturan

Bersama  Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Nomor HK.02.05/111/SK/089/2016 dan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan
Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan
tahun 2016, terdapat adanya tantangan dan
masukan yang didapatkan untuk perbaikan
Berbasis Pemenuhan
(KBKP).

dengan hal tersebut, dilakukan pengembangan

pelaksanaan  Kapitasi

Komitmen Pelayanan Sehubungan

pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan

Komitmen Pelayanan tahun 2017 yang akan
Kesehatan

diberlakukan bagi seluruh Pusat
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Masyarakat, Klinik Pratama, Praktik Mandiri
Dokter, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama,
sehingga pelaksanaan dan penerapannya di
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berjalan
efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
(PKMK) FK UGM tentang Pengelolaan Sisa
Lebih Dana Kapitasi di FKTP milik pemerintah
dimana salah satu variabelnya menilai capaian
indikator komitmen pelayanan menunjukkan
bahwa sebagian puskesmas di lokasi studi belum
mencapai indikator program KBKP seperti angka
kontak, rasio rujukan kasus non spesialistik, dan
rasio kunjungan prolanis (Kurniawan et al., 2016).
Dari hasil kajian PKMK tersebut ditemukan
bahwa pada indikator angka kontak di puskesmas
pedesaan mengalami peningkatan pada kategori
tidak aman pada tahun 2014-2015 yaitu dari 60%
66,67%

perkotaan mengalami penurunan dari 65,52%

menjadi namun pada puskesmas
menjadi 57,69%. Rasio rujukan non spesialistik
pada puskesmas pedesaan juga mengalami
peningkatan pada kategori tidak aman yaitu dari
46,67% 53,33%,
puskesmas perkotaan mengalami peningkatan dari
84,21% menjadi 88,46%. Hal ini mengindikasikan

bahwa puskemas sebagai gatekeeper sekaligus

menjadi begitupun pada

sebagai kontak pertama (first contact) dalam

layanan kesehatan belum optimal dalam

memberikan akses kesehatan kepada masyarakat

di lokasi studi. Berbeda dengan indikator angka

kontak dan rasio rujukan non spesialistik,
indikator rasio kunjungan prolanis pada
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puskesmas pedesaan 100% pada kategori prestasi
dari tahun 2014 hingga 2015 (Kurniawan et al.,
2016).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
olen Widaty (2017) di Surabaya Jawa Timur
ditemukan 9,7% dari 31 Dokter Pelayanan Primer
(DPP) dan 19,6% dari 97 Klinik pratama yang
tidak memenuhi target zona aman ketiga indikator
yaitu indikator Angka Kontak, Rasio Rujukan
Non Spesialistik, dan Rasio Peserta Prolanis Rutin
Berkunjung (Widaty, 2017). Tidak tercapainya
indikator tersebut akan berpengaruh terhadap
jumlah pembayaran kapitasi yang dibayarkan oleh
BPJS Kesehatan kepada FKTP sehingga akan
mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Di
Kota Malang, berdasarkan studi pendahuluan
yang dilakukan oleh peneliti, rata-rata capaian
ketiga indikator KBKP dari bulan Januari sampai
dengan Juli 2019 untuk indikator Angka Kontak
masih sangat rendah, yaitu dari 85 FKTP yang
43,53%.

Sedangkan indikator Rasio Peserta Prolanis Rutin

memenuhi  target hanya sebesar
Berkunjung hanya sebesar 49,92%.
Adanya kesenjangan yang terjadi antara
tujuan kebijakan yang akan dicapai dengan output
dari suatu kebijakan, memunculkan berbagai
model dan kerangka untuk menganalisis
implementasi suatu kebijakan. Kerangka/model
tersebut nantinya menjadi acuan dalam melihat
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
suatu kebijakan (Mctigue et al., 2017). Adanya
kesenjangan antara kebijakan yang dibuat oleh
Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan

dengan outcome yang dihasilkan di tingkat
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layanan primer di Kota Malang menjadi acuan
bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai
penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan
dalam  sudut teori

pandang implementasi

yang
kesuksesan suatu pelaksanaan

kebijakan untuk melihat faktor-faktor
mempengaruhi
kebijakan.
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
pada FKTP dalam penyelenggaraan Program JKN
salah satunya dilakukan dengan penerapan
pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja. Hasil
evaluasi pelaksanaan kapitasi berbasis pemenuhan
2016

dalam

komitmen pelayanan pada tahun

menyebutkan ~ adanya  tantangan
pelaksanaannya. Beberapa FKTP di daerah Jawa
Timur belum semuanya mencapai indikator yang
ditetapkan sehingga perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut terkait hal ini agar diketahui apa saja
yang dapat dikaji sehingga pelaksanaan dan
penerapan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen

pelayanan di FKTP berjalan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN
Metode kualitatif dengan pendekatan

studi kasus dipilih untuk untuk mengeksplorasi
pemenuhan indikator KBKP di FKTP Malang
pada tahun 2019, informan secara purposif dipilih
untuk menggali bagaimana sosialisasi dan umpan
balik, ketersediaan sumber daya, perencanaan dan
penganggaran, keterlibatan kepala puskesmas,
serta kebijakan insentif dan disinsentif dari dinas
kesehatan dalam pemenuhan indikator KBKP di
FKTP pada Kota Malang.
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Data dikumpulkan melalui indepth
interview dengan panduan wawancara terstruktur
terhadap 1 (satu) orang pengelola JKN pada 8
(delapan) FKTP, 1 (satu) orang Kepala Bidang
Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan KC
Malang, dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Primer Dinas Kesehatan Kota Malang. Data
dianalisis menggunakan pendekatan analisis
konten kualitatif, yaitu salah satu metode untuk
menganalisis dan menginterpretasi konten data
tekstual melalui proses klasifikasi koding dari

transkrip verbatim, dan mengkategorikannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode

campuran kuantitatif-kualitatif. Tahap
pertama yaitu pengumpulan data kuantitatif
dengan pendekatan cross sectional untuk
mengetahui pemenuhan indikator-indikator

KBK yang ada di FKTP Kota Malang selama

pISSN 2301-4024 elSSN 2442-7993

2019.
pengumpulan data kualitatif untuk menggali
lebih
permasalahan pada implementasi pemenuhan
indikator KBK di FKTP pada Kota Malang
dalam konteks teori implementasi kebijakan,

tahun Tahap  kedua  adalah

dalam  mengenai kasus atau

yang dilaksanakan pada Juni-November 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
1. Karakteristik Informan Penelitian

Obyek Penelitian terdiri dari 8 Puskesmas
dengan wawancara mendalam melibatkan
10 orang informan terdiri dari 8 orang
pengelola JKN FKTP, Pengelola Kapitasi
Berbasis Kinerja di Dinas Kesehatan Kota
Malang dan Pengelola KBKP di BPJS

Kesehatan Malang.
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Tabel 1. Karakteristik Informan

No Instansi Jenis Jabatan Lama
Kelamin Bekerja
(tahun)
1 Puskesmas Arjowinangun (Non Rawat Laki-laki Pengelola JKN 5
Inap)
2 Puskesmas Mojolangu (Non Rawat Inap) Laki-laki Pengelola JKN 11
3 Puskesmas Gribig (Non Rawat Inap) Perempuan Pengelola JKN 2
4 Puskesmas Kendalkerep (Rawat Inap) Perempuan Pengelola JKN 5
5 Puskesmas Kendalsari (Rawat Inap) Perempuan Pengelola JKN 4
6 Puskesmas Mulyorejo (Rawat Inap) Laki-laki Pengelola JKN 6
7 Puskesmas Janti (Non Rawat Inap) Perempuan Pengelola JKN 10
8 Puskesmas Pandanwangi (Non Rawat Inap) Perempuan Pengelola JKN 2
9 BPJS Kesehatan KC Malang Perempuan Kepala Bidang 7
Penjaminan Manfaat
Primer
10 Dinas Kesehatan Kota Malang Perempuan Kepala Seksi 20
Pelayanan  Kesehatan
Primer

Berdasarkan Tabel 1 di atas diketahui
laki-laki

Prolanis. Hasil penilaian KBKP dari 8

informan  berjenis  kelamin puskesmas yang menjadi obyek penelitian

sebanyak 3 orang dan informan perempuan
sebanyak 7 orang. Berdasarkan lama
bekerja terendah yaitu 2 tahun dan paling
lama 20 tahun, dan seluruhnya terkait erat
dengan program JKN.

Capaian Indikator Kapitasi Berbasis
Komitmen Pelayanan.

Terdapat 3 indikator penilaian pada KBKP
meliputi Angka Kontak, Rujukan Kasus

Non Spesialistik, dan Kunjungan Kegiatan
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menunjukkan persentase kapitasi yang
diperoleh pada tahun 2019 dari bulan
2019 (tidak

termasuk bulan November dan Desember

Januari hingga Oktober
karena sejak Nopember dilakukan uji coba
penyesuaian Kapitasi Berbasis Kinerja
dengan beberapa perubahan berdasarkan
Peraturan BPJS Kesehatan nomor 8 tahun
2019) yang disajikan dalam Tabel 2
berikut:
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Tabel 2. Hasil Penilaian KBKP FKTP Malang 2019

Capaian KBKP (%)

Puskesmas Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt
Arjowinangun 925 95 95 95 95 925 95 95 95 92,5
Mojolangu 95 95 95 100 100 95 95 95 95 90
Gribig 95 95 95 95 925 95 95 95 95 95
Kendalkerep 95 925 95 925 100 925 95 95 95 95
Kendalsari 95 95 95 95 95 95 100 100 100 925
Mulyorejo 925 925 925 925 100 95 100 95 95 92,5
Janti 100 100 100 100 100 100 100 95 100 95
Pandanwangi 95 9% 95 95 95 95 95 95 925 925
Sumber: BPJS Kesehatan, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil Penilaian pelaksana,  proses  pelayanan,  proses

KBKP FKTP Malang 2019 menunjukkan
bahwa belum ada Puskesmas yang
memperoleh kapitasi tetap (100%) per
bulan sepanjang tahun 2019.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan
FKTP
target

informan
disebutkan

pengelola JKN di
bahwa sebenarnya
KBKP itu tercapai, akan tetapi karena
kekurangan sumber daya untuk mengentry
ke aplikasi P-Care sehingga capaian-
capaian tidak terdokumentasi dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh
(2016)

Implementasi Kapitasi Berbasis Pemenuhan

Utami et al., tentang Kajian
Komitmen Pelayanan JKN di Kota Surakarta,
menunjukkan bahwa beberapa faktor yang
mempengaruhi implementasi dari kebijakan

tersebut diantaranya adalah pemahaman

pISSN 2301-4024 elSSN 2442-7993

pembayaran kapitasi, dan kepuasan pelaksana
serta pengguna dalam implementasi KBKP di
puskesmas Kota Surakarta (Utami et al., 2016).
Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh
Girault et al., (2017) menjelaskan bahwa
hambatan utama dalam implementasi pay for
performance yaitu kurangnya informasi dan
penjelasan tentang program dan keterbatasan
waktu. Hal ini ditemukan pada staf rumah sakit
yang tidak memperoleh informasi keberadaan
program sehingga proses penerimaan program
oleh staf rumah sakit masih rendah sedangkan

dari perspektif pimpinan memberikan respon

positif terhadap implementasi pay for
performance.
Sesuai Peraturan Bersama Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia dan Direktur Utama Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
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Nomor
2017 Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran
Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen
Kesehatan

Pelayanan Pada Fasilitas

Tingkat Pertama, disebutkan bahwa
indikator pelayanan kesehatan perorangan
yang digunakan untuk menyesuaikan

besaran kapitasi yaitu Angka Kontak,

JURNAL PENDIDIKAN KESEHATAN, VOLUME 10, NO.2, OKTOBER 2021: 208 - 225

HK.01.08/111/980/2017 Tahun 3. Angka Kontak

Angka Kontak adalah indikator untuk
mengetahui aksesabilitas dan pemanfaatan
pelayanan primer di FKTP oleh Peserta dan
kepedulian serta upaya FKTP terhadap
kesehatan Peserta pada setiap 1000 (seribu)
terdaftar di  FKTP yang
dengan BPJS
Kesehatan.(BPJS Kesehatan, 2017)

Peserta
bekerjasama

Rasio Rujukan Non Spesialistik, dan Rasio
Prolanis yang Rutin Berkunjung.
Tabel 3. Capaian Angka Kontak FKTP Malang 2019
Capaian Angka Kontak (%)

Puskesmas Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt
Arjowinangun 61,13 57,04 64,38 59,51 52,47 52,41 60,11 76,83 67,95 65,96

Mojolangu 79,18 84,88 109,16 197,02 171,35 136,98 130,65 65,16 69,46 72,28
Gribig 71,95 63,64 69,5 84,84 55,87 62 96,94 92,86 87,27 8597
Kendalkerep 172,18 146,19 157,54 133,78 17157 141,48 19956 155,02 150,06 1691
Kendalsari 67,8 75,26 92,87 81,98 125,51 128,56 164,81 177,13 1659 127,3
Mulyorejo 70,86 60,59 92,72 124 155,73 112,07 153,72 147,66 146,6 146,8
Janti 157,39 15947 163,57 161,08 160,17 156,88 154,12 112,06 161,13 160,9
Pandanwangi 70,32 85,87 72,97 70,24 69,29 65,04 80,3 86,44 68,65 80,14

Sumber: BPJS Kesehatan, 2019

Berdasarkan Tabel 3 di atas, selama tahun
2019 belum ada Puskesmas di Kota Malang
yang dapat mempertahankan angka kontak
sesuai target yaitu 150%, setiap bulannya.
Berdasarkan wawancara mendalam,
dihadapi

mencapai target Angka Kontak ini

hambatan  yang dalam
adalah kurangnya tenaga entry data ke
aplikasi P-care, gangguan dalam entry
data kunjungan, perbedaan

pemahaman tentang angka kontak,
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maupun kendala akses peserta ke
FKTP. Angka kontak merupakan
indikator paling sulit untuk dicapai
khususnya pada kunjungan sehat.
upaya dilakukan oleh

puskesmas dalam mencapai target

Berbagai

kunjungan sehat diantaranya yaitu
kegiatan posyandu, konsultasi via

telepon, penyuluhan sekolah,

kunjungan rumah, imunisasi, posyandu
usia lanjut,

posbindu,  kesling,
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promkes, dan gizi, namun di beberapa
Puskesmas hal tersebut belum dapat
mendorong hasil capaian dari indikator
angka kontak. Selain itu, terdapat
permasalahan  terkait  konsistensi
pengelola JKN/petugas p-care dalam
melakukan penginputan. Hal ini
disebabkan oleh beban kerja yang
cukup tinggi dan pada umumnya juga
merangkap sebagai bidan/perawat.
Puskesmas mengupayakan  untuk
meningkatkan  pemenuhan indikator
kunjungan sehat untuk mencapai target
dengan upaya promotif dan preventif.
Kunjungan sakit merupakan layanan
yang membutuhkan sumber daya yang
jauh lebih besar dibandingkan dengan
kunjungan sehat. Hal ini sejalan dengan
pendapat Boland (1996) bahwa kapitasi
merupakan pembayaran berbasis
populasi dengan melibatkan pemberi
layanan dalam menanggung risiko
finansial pembayaran kesehatan peserta
(risk-transfered) kecenderungan dokter
untuk meningkatkan pelayanan kepada
peserta yang sehat karena dihadapkan
pada risiko merugi bila diantara
pesertanya memiliki banyak faktor risiko
dan penyakit yang membutuhkan
pelayanan yang kompleks, mahal, dan

beban Kkerja tinggi. Semakin tinggi
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volume layanan maka pendapatan dari
kapitasi lebih rendah karena biaya layanan
jauh lebih besar, begitupun sebaliknya jika
volume layanan semakin sedikit maka
penerimaan dari kapitasi semakin besar
karena tidak memerlukan sumber daya
yang lebih besar. Pada pemenuhan
Indikator angka kontak pada pelaksanaan
KBKP untuk mengontrol utilisasi dan
kinerja layanan di puskesmas dengan tetap
mempertimbangkan  efisiensi  biaya,
sehingga semakin meningkatnya upaya
pemenuhan kunjungan sehat maka potensi
sisa dana kapitasi di puskesmas akan
semakin besar.

Upaya pemenuhan kunjungan sehat,
puskesmas melakukan penginputan pada
setiap program yang terkait, namun
apabila  dikaitkan  pada  sumber
pembiayaan program, jika puskesmas
memasukkan kunjungan sehat atau
program yang sudah dibiayai dari
anggaran kesehatan lainnya seperti BOK
maka hal ini menimbulkan double
funding. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Wulandari (2017)
bahwa adanya dobel penganggaran pada
pemenuhan indikator kunjungan sehat
dengan program lainnya. Berdasarkan
juknis DAK tahun 2016 menyebutkan
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai oleh DAK bidang kesehatan
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tidak boleh duplikasi dengan sumber 4. Rasio Rujukan Non Spesialistik (RRNS)

pembiayaan APBN, APBD, maupun
pembiayaan
2018).

Program Germas juga mendorong

lainnya (Kemenkes RI,

upaya pemenuhan indikator angka
kontak karena hal ini sejalan dengan
program-program kunjungan sehat,
namun pada kasus ini puskesmas lebih
memprioritaskan upaya pada
pemenuhan indikator angka kontak
karena adanya sistem punishment yang
berlaku pada pelaksanaan KBKP
berupa pemotongan besaran kapitasi
yang diperoleh, sedangkan pada
program Germas tidak ada sistem

punishment yang diberlakukan

RRNS

mengetahui sistem rujukan yang sesuai

merupakan indikator  untuk

dengan indikasi medis dan kompetensi
yang dikoordinasikan antara FKTP dan
FKRTL. Rumus untuk menghitung
indikator rasio rujukan rawat jalan kasus
non spesialistik adalah jumlah rujukan
kasus non spesialistik dibagi jumlah
rujukan FKTP dikali 100. Rujukan kasus
non spesialistik adalah diagnosa yang
termasuk dalam 144 penyakit yang harus
ditangani tuntas di FKTP, atau tidak boleh
FKRTL. Adapun

pemenuhan rasio rujukan rawat jalan kasus

dirujuk ke target

non spesialistik oleh FKTP < 5% setiap
bulan (BPJSKesehatan, 2017).

Tabel 4. Capaian RRNS FKTP Malang 2019
Capaian RRNS (%)
Puskesmas Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt

Arjowinangun 0 0 0,31 0 0 0 0 0,26 0,85 5,08
Mojolangu 0,32 0 0,38 0,4 0 0 0,32 0 0,36 10,92
Gribig 0,28 0 0,32 0 0 0,34 0 0,4 0 2,03
Kendalkerep 0,61 1,13 1,19 0,33 1,38 0,41 0 1,01 0,71 4,86
Kendalsari 0,57 1,03 0,38 0 0 1,1 0,16 0,19 0,92 7,97
Mulyorejo 0,91 1,95 0,53 1,01 1,54 0 0,43 2,16 4,49 8,84
Janti 0 0 0 0 0 0 2,1 2,78 1,54 7,46
Pandanwangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,23

Sumber data: BPJS Kesehatan, 2019

Berdasarkan tabel 4 dia atas, pencapaian
indikator Rujukan Kasus Non Spesialistik
pada beberapa puskesmas telah mencapai
target yang ditentukan yaitu <5% pada

Januari sampai dengan September 2019,
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akan tetapi pada bulan Oktober 2019 hanya
2 dari 8 Puskesmas yang mencapai target
RRNS.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan

informan pengelola JKN di Puskesmas,
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permintaan  rujukan atas

tingginya
permintaan sendiri oleh pasien menjadi
faktor penghambat dalam pemenuhan
indikator RRNS ini, meskipun sebelumnya
telah dijelaskan oleh pihak puskesmas
bahwa terlebih dahulu harus dilakukan
pemeriksaan di tingkat pertama baru bisa
melakukan rujukan. Pasien lebih percaya
terhadap dokter spesialis dibandingkan
dengan dokter di puskesmas, tidak ingin
melewati sistem pelayanan berjenjang,
pasien berasal dari puskesmas lain dan
terlanjur berobat ke rumah sakit, dokter
umum merangkap sebagai kepala puskesmas
(apabila ada pertemuan harus dihadiri oleh
kepala puskesmas maka pelayanan kepada
pasien dimandatkan kepada perawat).
Pelayanan rujukan yang efisien sangat
bergantung pada penyedia layanan
kesehatan yang berkualitas tinggi dan
berpusat pada pasien. Faktor komunikasi

dan akses memperoleh informasi antar

profesi kesehatan mengenai kondisi
pasien yang dirujuk oleh dokter umum di
layanan primer atau pada tingkat rumah
sakit maupun pada fasilitas kesehatan
lainnya menjadi faktor yang berpengaruh
pada kualitas layanan yang diterima oleh

pasien (Zhou and Nunes, 2016).

5. Rasio Prolanis Rutin Berkunjung (RPPB)

Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung
ke FKTP (RPPB) merupakan indikator
untuk mengetahui kesinambungan
pelayanan penyakit kronis yang disepakati
oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap
peserta Prolanis. Jumlah Peserta Prolanis
rutin berkunjung ke FKTP adalah jumlah
peserta JKN yang terdaftar dalam Prolanis
(per

mendapatkan pelayanan kesehatan di

nomor identitas peserta) yang

FKTP per bulan, baik di dalam gedung

maupun di  luar gedung, tanpa

memperhitungkan frekuensi kedatangan

peserta dalam satu bulan.

Tabel 5. Capaian RPPB FKTP Malang 2019

Capaian RPPB (%)

Puskesmas Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt
Arjowinangun 4333 6848 5979 6495 6082 4752 7255 7064 7054 69,91
Mojolangu 931 931 9286 50 7647 9412 97,06 100 814 34,78
Gribig 56 70 76 82 10 78 78 82,98 6724 70

Kendalkerep 246 1538 42,74 2851 5366 3333 4571 2616 3165 389,75
Kendalsari 9346 529 71,75 7853 7155 8315 9567 9525 9267 9121
Mulyorejo 328 3262 3763 3838 7104 6319 6648 7263 6576 7037
Janti 7451 60,71 70,18 6491 5614 7193 7193 625 6613 7727
Pandanwangi 50 5955 6092 655 5506 5556 5652 5385 3524 50,43

Sumber data: BPJS Kesehatan, 2019

pISSN 2301-4024 elSSN 2442-7993
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Berdasarkan tabel 5 di atas, pencapaian
indikator Rasio Prolanis yang Rutin
Berkunjung pada beberapa puskesmas
telah mencapai target yang ditentukan >
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besar (63,2%) kasus hipertensi di
masyarakat tidak terdiagnosis (Badan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kemenkes RI, 2013). Berdasarkan dari

50% setiap bulan yakni Puskesmas uraian tersebut maka puskesmas belum

Kendalsari dan Janti, sedangkan lainnya maksimal dalam mencakup peserta yang

bervariasi antara tercapai dan tidak mengidap penyakit kronis dalam termasuk

tercapai prolanis. Selain itu juga, BPJS Kesehatan

. idak men kan minimal jumlah
Berdasarkan hasil wawancara mendalam tida enetapkan batas al jumia

. L eserta prolanis sehingga hal ini
diperoleh bahwa hal ini disebabkan P P 99
mengindikasikan bahwa semakin sedikit
petugas entry yang kurang paham
. ) jumlah peserta prolanis maka upaya untuk
mengenai entry data prolanis ke P-care dan ) o )
) ) mencapai target indikator kunjungan
kesulitan mengendalikan peserta untuk . i .
prolanis semakin mudah dilakukan oleh
berkunjung ke puskesmas.

puskesmas, namun pelaksanaan prolanis
tidak dapat

kesinambungan pelayanan penyakit kronis

Prolanis merupakan indikator untuk
mendorong dalam

mengontrol  kesinambungan pelayanan

penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS di masyarakat.

Kesehatan dan FKTP, penyakit yang Pada dekade ini, tanggung jawab

termasuk dalam prolanis yaitu Diabetes . . .
P y pengelolaan penyakit kronis semakin

Mellitus dan Hipertensi. Berdasarkan hasil o .
dioptimalkan pada layanan primer,

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun sehingga diperlukan ketersediaan sumber

2013 jukk bah lensi . .
menunjixian - bahwa - prevalenst daya seperti Kketersediaan staf dan

diabetes mellitus di Indonesia sebesar 2,1% - .
pemanfaatan teknologi informasi untuk

sedangkan prevalensi hipertensi sebesar . . .
upaya pemberian layanan yang sistematis

0 . L .
25:8%. Sehingga jika dibandingkan dengan dan terstruktur dalam pengelolaan penyakit

proporsi  jumlah peserta prolanis di kronis (Vamos et al., 2011).

puskesmas, masih terdapat peserta yang
memenuhi kriteria sebagai peserta prolanis,

namun belum bergabung di dalam Klub
PENUTUP

prolanis di puskesmas. Hal ini sesuai Pemenuhan

indikator Kapitasi

dengan hasil Riskesmas bahwa bakupan Berbasis Kinerja pada Fasilitas Kesehatan

tenaga kesehatan hanya 36,8%, sebagian
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Tingkat Pertama di Kota Malang masih belum
optimal karena sepanjang tahun 2019 belum
ada FKTP vyang dapat memenuhi Kketiga
indikator sesuai target. Hambatan dalam
pemenuhan KBK yaitu pada indikator Angka
kontak adalah kurangnya tenaga entry data,
gangguan dalam entry, perbedaan
pemahaman angka kontak, kendala akses
peserta, ketidakkonsistean puskesmas dalam
entry data. Hambatan pada pemenuhan
indikator RRNS yaitu permintaan rujukan dari
yang tinggi,

kekurangan dokter,

pasien keterbatasan obat,

dan hambatan pada
pemenuhan indikator RPPB petugas entry

kurang memahami entry data P-care,

kekurangan tenaga, dan kesulitan

mengendalikan akses peserta.
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